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Tujuan pembangunan nasional berupa usaha menciptakan manusia dan masyarakat Indonesia seutuhnya
menuntut anya pembenahan dalam pelbagai kehidupan sosial, baik dalam bidang-bidang pembangunan
maupun pada sektor-sektor pembangunan. Dalam era modernisasi ini maka tuntutan untuk menegakkan
disiplin dan ketaatan hukum di lingkungan profesi merupakan salah satu bagian dari usaha untuk mencapai
tujuan pembangunan di atas. Hal ini disebabkan karena stigma sosial terhadap profes tidak hanya
merugikan organisasi profesi, masyarakat, negara dan pihak-pihak yang bersangkutan.

Setiap sarjana hukum melihat hukum sebagai kumpulan peraturan dan setiap bentuk masarakat senantiasa
membutuhkan adanya tokoh-tokoh (figuur) yang dapat memberikan keterangan yang dipercaya, dan tanda
tangannya memberikan jaminan dan kekuatan pembuktian serta mempunyai keahlian dan tidak berpihak.
Disinilah pentingnya peranan dan tugas notaris dan pejabat pembuat akta tanah.

Dalam hal ini tampak adanya kewajiban dan tanggung jawab yang harus dipikul oleh seorang notaris dan
pejabat pembuat akta tanah khususnya bilamana dihubungkan dengan bentuk-bentuk hukum yang juga
dibebankan kepada seorang notaris dan pejabat pembuat akta tanah terhadap pekerjaannya sebagaimana
tersebut di dalam pasal 7, 18, 19, 20, 22, 23, 25, 26, 28, 31, 35, 363, 39, 40, 42, 43, 48, 54 dan 50 peraturan
jabatan notaris.

Untuk itu perlu pengawasan tentang pengertian malpraktek yang dilakukan oleh notaris. Hal yang telah
diuraikan di atas jelas memperkuat anggapan bahwa seorang notaris dan pejabat pembuat akta tanah harus
mel aksanakan tigas profesinya dengan baik dan dapat dipercaya oleh masyarakat. Didukung pula oleh
kenyataan-kenyataan yang ada, maka sebagian dari norma moral merupakan norma hukum. Bahkan ada
kalanya perilaku-perilkau di dalam masyarakat dpat meruapakn perbuatan amoral tetapi legal, amoral dan
illegal, dan moral tetapi illegal.

Hal lain yang tidak dapat dikesampingkan di dalam mengetengahkan hal tersebut di atas adalah bahwa
dalam membicarakan tentang norma moral, juga harus diketengahkan soal etika, merupakan karakteristik
yang secara khusus melekat pada profesi. Dengan adanya hal yang sedemikian itu kode etik dalam kaitannya
dengan profesi menurut penulis adalah suatu tuntutan, bimbingan atau pedoman moral atau kesusilaan.

Hal tersebut kesemuanya cukup memberikan petunjuk bahwa malpraktek tersebut menyangkut aspek etik
dan hukum. Bahwaternyata dari hasil penelitian serta keputusan pengadilan di Indonesia tampaklah bahwa
mal praktek tersebut merupakan bentuk-bentuk pengingkaran atau penyimpangan dari tgas dan tanggung
jawab baik karena kesalahan ataupun kelalaian dari seorang notaris dan atau pejabat pembuat akta tanah
dalam melaksanakan profesinya yang baik dan dipercaya oleh masyarakat.

Masalah-masalah yang diketengahkan dalam tesisini adalah sebagai berikut:

1. Tindakan malpraktek yang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana dan jenis-jenis tindak pidanayang
terkait;

2. Perbedaan antara pelanggaran norma ketentuan hukum pidana dengan pelanggaran etik notaris;
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3. Konsekuensi yang ditanggung notaris dan pejabat pembuat akta tanah bila mereka melakukan mal praktek
dan penerapan ketentuan hukum pidana dalam hal ini.

Dari analisayuridis normative yang telah dilakukan, baik secarainduktif maupun secara deduktif dapat
disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Sekalipun malpraktek secarateoritis harus mengandung unsul culpa, namun dalam pemidanaan terhadap
notaris terdapat perkembangan bahwa, sekalipun pemidanaan didasarkanpada delik dolus, namun
sebenarnya delik dolus tersebut mengandung unsur kelalaian, sehingga mengakibatkan kualifikas dolus
terpenuhi. Hal ini dimunhkinkan karena sikap batin berupa keal paan, tindak dipidana dalam delik-delik
pasal 263, 264 dan 266 kibat undang-undang hukum pidana.

2. Pelanggaran norma hukum pidana dalam hal malpraktek adalah culpa lata. Pemidanaan akan mempunyai
dasar yang kuat apabila di samping memenuhi rumusan tindak pidana dalam undang-undang, juga tidak
dapat dibenarkan baik dari segi PIN maupun dari segi kode etik notaris, sebab dengan demikian unsur sifat
melawan hukum menjadi |ebih mantab.

3. Bilaterjadi malpraktek maka notaris maupun pejabat pembuat akta tanah selain dapat dijatuhi sanksi
pidana, juga dapat dikenakan sanks administrasi, sanksi perdata dan sanksi etik notaris, bahkan dapat
merupakan kombinasi dari sanksi-sanksi tersebut.

4. Adanya unsur sifat melawan hukum formil dan amteriil maka sanksi pidananya dapat diperberat, karena
kepercayaan masyarakat dalam hal ini telah dilanggar.

5. Notaris dan pejabat pembuat akta tanaha adalah pejabat umum yang diberi wewenan dan kewajiban untuk
melauani public, sehingga turut serta melaksanakan kewibawaan dari pemerintah. Utuk itu notaris dan
P.P.A.T. diangkat dan diawasi serta dibina oleh pemerintah, antaralain atas dasar keputusan Bersama ketua
MA dan Menteri kehakiman Rl nomor KMA-008-SKB-V11-1987, nomor: M.04-PR08.05 tahun 1987
tentang tata cara pengawasan, penindakan dan pembelaan diri notaris

6. Penerapan hukum pidana dalam kasus mal praktek penting untuk menegakkan norma hukum demi
pengayoman masyarakat dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat. Juga untuk menangkat martabat
dan nama notaris di masyarakat.

7. Dalam hal keputusan hakim berupa pel epasan dari segala tuntutan hukuman (ontslag van alle
rochtsvervolging) berarti perbuatan yang didakwakan terbukti tetapi tidak meruapakn tindak pidana karena
adanya alasan pembenar sehubungan dengan pembeneran atas dasar peraturan jabatan notaris, sehingga
salah satu syarat pemidanaan tidak terpenuhi.

8. Dalam hal penjatuhan pidana bersyarat melalui pasal 14 (a)-14 (f) KUHP, berarti si terpidana terbukti
melakukan tindak pidana, sekalipun ada hal-hal yang meringankan pemidanaan.

Oleh karena itu, akhirnya harus dapat penegasan dan dikembangkan tentang pengawasan, pel aksanaan kode
etik yang ketat terhadap diri notaris dan pejabat pembuat akta tanah dengan menanamkan sikap manusia
berperilaku baik, agar dengan demikian malpraktek yang mungkin terjadi baik dalam bentuk perkara pidana,
perdatam administrasi dan etik dapat secara preventif tercegah dan dicliminer.



